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BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 16 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  MADIUN, 

 
Menimbang    :          bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pasal 25 ayat (6) 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Madiun, maka perlu mengatur Tunjangan 

Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dalam suatu 

Peraturan Bupati; 

                                  

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 

dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4310); 

 
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaam dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua 

kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 6197; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 

2007 Seri E Nomor 21); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten 

Madiun Tahun 2017 Nomor 8); 

               MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN. 
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                                                                  BAB I 

                                                       KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun. 

2. Bupati adalah Bupati Madiun. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah di 

Kabupaten Madiun. 

 

                                    BAB II 

                   PEMBERIAN TUNJANGAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan ini memberikan Tunjangan Perumahan 

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun. 

Pasal 3 

Penentuan Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD berdasarkan Laporan Final Kajian 

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 

dari Sucofindo. 

                                        Pasal 4 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat 

menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan dan  

Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan 

Tunjangan Perumahan. 

(2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut : 

- Ketua DPRD  Rp. 18.500.000,00-/bulan 

- Wakil Ketua DPRD Rp. 14.300.000,00-/bulan 

- Anggota DPRD  Rp.   9.000.000,00-/bulan 
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(3) Pembayaran Tunjangan Perumahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dikenakan Pajak sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.  

 

Pasal  5 

(1) Sekretaris DPRD bertanggungjawab terhadap pencairan 

dan penyaluran Tunjangan Perumahan sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

(2) Mekanisme pencairan dan penyaluran Tunjangan 

Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan. 

                              

 BAB III 

                       KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  6 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 

Bupati Madiun Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tunjangan 

Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Madiun dicabut dinyatakan tidak 

berlaku. 
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 

2020. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan  

Pengundangan Peraturan  Bupati ini dengan Penetapannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.    

        

Ditetapkan di Madiun 
       pada tanggal  4 Mei 2020                      

BUPATI MADIUN, 

 

         ttd 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Madiun 
pada tanggal  4 Mei 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MADIUN 

 
 

                   ttd 
TONTRO PAHLAWANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 16 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

ALIF MARGIANTO 
 

Sekretaris DPRD  

 


